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A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang
di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia sedang membenahi
sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekonomi berupa ekspor dan
impor. Selain itu Indonesia juga melaksanakan pembangunan Nasional
jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang
adil dan makmur yang merata materiel dan spiritual.! Bagi negara yang
sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, keberadaan sarana
pengangkutan laut menjadi hal yang sangat penting, tidak saja untuk
kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk menjaga keutuhan kedaulatan
wilayah negara. Kehadiran pengangkutan ini selain menghubungkan antara
satu pulau dengan pulau yang lainnya, juga menjadi sarana untuk
mengangkut berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh masyarakat.?

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah
kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah
mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai (customs) di
sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia
untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan

ekspor dan impor. Kondisi seperti menjadi peluang bagi para penyeludup

! Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pencegahan,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, h. 1

2 Sentosa Sembiring, Hukum Pengangkutan Laut, Nuansa Aulia, Bandung, 2019,
h. 1



untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa
membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jendral
Bea dan Cukai.?

Perdagangan internasional memiliki salah satu dampak negatif yang
sangat signfikan yaitu pelanggaran mengenai ketentuan impor dan ekspor
barang, atau yang lebih kita kenal dengan tindak pidana penyelundupan.
Tindak pidana penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana
yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku
tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan
pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan
Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang perubahan Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.

Saat ini di bidang teknologi dan informasi pada era sekarang berada
dalam kemajuan yang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan
suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang
termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa.
Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak
pidana yang terjadi dan salah satunya tindak pidana peredaran barang

ilegal. Tindak pidana peredaran barang illegal adalah Pelaku usaha yang

3 Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyeludupan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2013, h. 1



menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan lebih karena
banyaknya persaingan yang terjadi antar pelaku usaha tersebut.*

Perdagangan internasional merupakan bagian dari kepabeanan dan
terjadi di daerah pabean. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik
Indonesia (selanjutnya di singkat UURI) Nomor 17 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
(selanjutnya disebut sebagai UU RI Kepabeanan 2006) yang berbunyi:
Kepabeanan adalah segala sesuai yang berhubungan dengan pengawasan
atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta
pemungutan bae masuk dan bea keluar.®

Demikian pula dalam Pasal 1 angka 2 UU RI Kepabeanan 2006 yang
berbunyi: Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempattempat
tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya
berlaku UU ini.® Namun pada kegiatan ekspor dan impor ini tidak terlepas
dengan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan tentang kepabeanan
berupa tindak pidana kepabeanan.

Bidang perdagangan acap kali terjadi beberapa tindak pidana seperti
halnya tindak pidana penyelundupan. Terhadap tindak pidana
penyelundupan diatur dalam Pasal 102A UU RI Kepabeanan 2006 yang

berbunyi: Setiap orang yang:

4 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum. Palu, Sinar Grafika, 2019, h 5
5 Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 angka 1.
¢ Ibid.



a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean

b. Dengan sengaja memberitahukan jenis/dan atau jumlah barang ekspor
dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
pungutan negara dibidang ekspor

c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3)

d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala
kantor pabean; atau

e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah
sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9A ayat (1).

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala
penghambat pembangunan nasional. Meningkatnya Tindak Pidana
penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain
pulau yang luas,banyaknya pelabuhan keluar masuk yang harus
diamankan, negara lain yang membutuhkan sumber daya alam ialah bahan
baku industri dalam jumlah besar, industri dalam negeri yang tidak mampu
bersaing dengan produk impor, kemampuan dan kemauan aparat penegak
hukum, penduduk dan pemerintah terdapat hubungan sebab akibat antara
faktor-faktor seperti rendahnya partisipasi aparat dalam bekerjasama.

Adanya kegiatan penyelundupan yang dilakukan oleh individu yang

ingin memperoleh keuntungan maksimal dengan cara melanggar tata cara



ekspor dan impor yang berlangsung. Jika tidak segera diselesaikan, hal ini
jelas sangat merugikan masyarakat Indonesia, karena tarif tersebut
nantinya akan digunakan sebagai dana pembangunan nasional yang salah
satunya berasal dari perpajakan.

Dalam situasi globalisasi ekonomi saat ini di negara kita, persiapan
dan rencana yang tepat sasaran dan matang diperlukan untuk
memungkinkan hukum menjawab tantangan di masa depan. Perubahan
kebijakan di bidang ekonomi yang sering terjadi menuntut aparat penegak
hukum untuk benar-benar memahami masalah berdasarkan fleksibilitas
tindak pidana ekonomi dan biasa terus mengikuti berbagai pergantian
kebijakan ini, hanya biasa mengubah peraturan atau prosedur yang
ditentukan oleh UU RI Kepabeanan 2006.

Tindak pidana dalam ilmu hukum, sebagaimana istilah yang dibentuk
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwva hukum
pidana yang menurut simouns dalam bukunya merumuskan dalam kata
strafbaarfeit yang kemudian dikutip dari buku karya Lamintang menyatakan:
suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan
oleh Undang-Undang suatu tindakan yang dapat dihukum.’

Penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat

kedudukan bea dan cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat

7 Ediwarman, Tindak Pidana Pencurian lkan di Kawasan Selat Malaka Dalam
Perspektif Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, h. 1-2.



kedudukan bea dan cukai, tetapi dengan cara menyembunyikan barang
dalam alas atau dinding palsu (concealment) atau di badan penumpang.®
Istilah penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah
yuridis, dan merupakan pengertian gejala sehari-hari di mana seseorang
secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau
mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar
belakang tertentu. Latar belakang perbuatan demikian ialah untuk
menghindarkan dari Bea Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan
yang dibuat oleh Pemerintah seperti senjata, amunisi dan semacamnya,
penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.®
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan tidak memberikan definisi secara
eksplisit mengenai tindak pidana penyelundupan hanya saja dijelaskan
mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 93 Pasal 102 menyatakan bahwa setiap orang yang:
1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (2);
2) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat
laintanpa izin kepala kantor pabean;
3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam

pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A
ayat(3);

8 Arfin, Pengantar Pengawas Kepabeanan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2019, h. 105
® Prapto Soepardi, Tindak Pidana Penyelundupan, Usaha Nasional, Surabaya,
1991, h. 35



4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam
pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang
ditentukandan/atau diizinkan;

5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban
pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan
berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa
persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau
tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean
tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut
diluarkemampuan; atau;

8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang
impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena
melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah.©

Pasal 102 A Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
adalah setiap orang yang:
a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang
ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala
kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin

kepala kantor pabean; atau

10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 102.



e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang
sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9A ayat (1).

Terkait kasus ini sebagai contoh konkret ialah Putusan Nomor
556/Pid.B/2019/PN Stb, yaitu yang terjadi di Stabat, Sumatera Utara,
terdakwa HERMANTO alias ANTO BIN NASEB, terdakwa ILHAM AFRIZAL
alias BOGEL bin SAMSUDIN selaku ABK bersama-sama dengan RAHMAD
als DAYAT bin (Alm) USMAN selaku Tekong/Nahkoda dan RUSLIADI alias
SEGAM bin ABDULMANAP selaku ABK (penuntutan dilakukan terpisah)
dan SAIPUL (DPO) selaku pemilik kapal dan barang pada hari Minggu
tanggal 7 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak tidaknya pada
waktu lain masih dalam bulan April tahun 2019 bertempat disekitar Perairan
pangkalan Susu kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara KM SINAR
GT 26 No0.137/QQG berbendera Indonesia tujuan Tangkahan sekitar
Serang Jaya Kecamatan pematang Jaya Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara pada posisi Koordinat 040 — 140 -504” LU dan 0980 -220 -
526”"BT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a UU No. 17 Tahun 2006
tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo
Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, sebagai orang yang melakukan,

menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja



mengangkut barang import berupa bawang merah sebanyak 855 (delapan
ratus lima puluh lima) karung yang perkarung @ 9,5 Kg dan bawang bombai
merah sebanyak 3055 karung yang perkarung @ 9,5 Kg yang tidak
tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2).

Sehingga akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan total
Kerugian Negara berupa BM dan PDRI atas importasi illegal barang berupa
Bawang Bombay dan Bawang Merah sebanyak 3.910 (tiga ribu sembilan
ratus sepuluh) karung yaitu Total : Rp 267.516.000,00,- + Rp 12.393.000,00
= Rp 279.909.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus
sembilan ribu rupiah).

Pasal 102 huruf a UU RI Kepabeanan 2006, terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap
orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2)” dipidana karena
melakukan penyelundupan. Kemudian dalam kasus ini Terdakwa dijerat
dengan dakwaan subsidair, dengan amar putusan yaitu melakukan tindak
pidana “Penyelundupan” Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.
Hermanto Alias Nasib Usman dan Terdakwa II. IIham Afrizal Alias Bogel Bin
Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2
(dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan
penelitian terkait penelitian ini dikaji perbuatan yang dapat dikualifikasikan
sebagai tindak pidana penyeludupan barang ilegal serta
pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana terhadap
pelaku penyeludupan barang ilegal pada kasus diatas. Berkaitan dengan
hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan  judul ‘PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA
KEPABEANAN TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN BARANG
ILEGAL (Studi Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/ PN.Stb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah
yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang penyelundupan barang
ilegal menurut hukum positif di Indonesia ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak Pidana Penyelundupan
Barang llegal menurut Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang
Kepabeanan?

3. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan
Nomor 556/Pid.B/2019/PN Stb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pengaturan

hukum tentang penyelundupan barang ilegal menurut hukum positif di



2.

3.
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Indonesia.

Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis
pertanggungjawaban pelaku tindak Pidana Penyelundupan Barang
llegal menurut Undang-Undang 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
Agar dapat mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan

hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Stb.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu
pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pidana tentang
pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan
barang ilegal.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi penulisan
bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya
masyarakat, mahasiswa, pelajar, bahkan dosen atau guru untuk

dijadikan acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

a. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa
sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum dan ekonomi,
khususnya yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang
kepabeanan dalam menunjang pembangunan nasional.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah
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dan penegak hukum mengenai pertanggungjawaban pidana

terhadap tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

c. Penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur bagi pemerintah untuk
menjalankan fungsinya dalam penindakan dan pertanggungjawaban
terhadap tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat
teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar
perbandingan, pegangan teoritis. Fungsi teori dalam penelitian adalah
untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat
ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan
yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan
suatu penjelasan rasional yang sesuai dengan objek yang dijelaskan dan
harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.!

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa
gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan
menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan
ketidakbenaran nya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas
perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas

penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.*? Teori hukum

11 M. Solly Lubis, Filsafat lmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 17
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1994, h. 6
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diartikan Sebagai

llmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan
eksternal secara kritis menganalisis sebagai aspek gejala hukum
baik dalam konsepsi teoritis nya maupun praktisnya dengan tujuan
untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan
penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan
kegiatan yuridis nya dalam kenyataan bermasyarakat.*®

Ada 3 (tiga) fungsi utama dari teori yaitu:'4

a. Teori memberikan arah tentang apa yang harus diteliti dari suatu objek,
sehingga mampu membahas fenomena dan fakta yang akan
dipelajari/diamati dari objek tersebut (yang relevan).

b. Teori menyusun fakta secara teratur/sistematis dalam bentuk
generalisasi atau prinsip-prinsip, sehingga hubungan fakta-fakta satu
sama lainnya mudah untuk dipahami.

c. Teori menunjukkan hubungan fakta-fakta, sehingga dengan pola
hubungan itu dapat diramalkan fakta/kondisi yang belum pernah
diketahui.

. Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori Kepastian

Hukum, Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pembuktian.

a. Teori Kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti atau ketetapan.®®

Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara

faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil

bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali.

Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (den begriff des

Rechts).’® Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-

13 Hasim Purba, Suatu Pedoman Memahami llmu Hukum, Cahaya llmu, Medan,
2006, h. 98

14 Abdurrozaq Hasibuan, Metodologi Penelitian, Soft Media, Medan, 2013, h. 4

15 CST. Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, h.
385.

16 Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung,
PT Revika Aditama, 2006, h.79-80.
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kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang
tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat
dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.l” Kepastian hukum
merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk
norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna
karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi
jus incertum, ibi jus nullum (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada
hukum).®

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi.
Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid) hukum
dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan
ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus,
sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan
hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan
Hakim. 1°

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya
memang lebih berdimensi yuridis. Otto memberikan batasan kepastian
hukum yang lebih jauh, sehingga la mendefinisikan kepastian hukum

sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: 2°

17 Sudikno Mertokusumo dalam Salim Hs, Perkembangan Teori Dalam limu
Hukum, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010, h. 24.

18 Ibid, h. 82.

¥ L.J van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran
Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama, 2006, h.79-80

20 Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi
Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, PT Revika Aditama, 2006, h. 85
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1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah
diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan)
negara;

2) Instansi-instansi penguasa(pemerintahan) menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap
aturanaturan tersebut;

4) Hakim-Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka
menyelesaikan sengketa hukum, dan;

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Hukum yang ditegakkan oleh institusi penegak hukum yang disertai
tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya
ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian
hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan
akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main Hakim sendiri.
Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social
disorganization atau kekacauan sosial. %

Menurut Satjipto Raharjo, ada 4 (empat) hal yang berhubungan
dengan makna kepastian hukum :22

1) Hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan

21 M. Yahya harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP
Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta, Sinar Grfika, 2002, h. 76.

22 Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, Jakarta, UKI Press, 2006, h.
135- 136.
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(gesetzliches Recht).

2) Hukum itu didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan
tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh Hakim, seperti
“kemauan baik”, ’kesopanan”.

3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah
dijalankan.

4) Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubabh.

Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch,
yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau
kepastian peraturan (sicherkeit des Rechts).??> Berdasarkan hal itu,
berkaitan dengan penelitian tesis ini teori kepastian hukum akan digunakan
untuk menganalisis permasalahan kepastian hukum terhadap testimonium
de auditu baik secara norma yang tertuang pada KUHAP maupun pada
praktiknya dalam persidangan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa
masalah kepastian hukum erat kaitan dengan pelaksanaan hukum yang
bertumpu pada peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-
undangan yang baik seharusnya dapat menjamin tegaknya hukum, namun
hal itu tetap tidak dapat dilepaskan sama sekali dari prilaku manusia, dalam
hal ini adalah partai pelaku tindak pidana peredaran barang ilegal jenis
rokok. Untuk itu teori kepastian hukum ini dijadikan sebagai middle theory

dalam penelitian ini.

23 |bid, h. 139.
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b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang
diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari
orang lain, hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang
bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.?*

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan
dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan
menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta
merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah
dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan
tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam
penelitian ini.

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus
hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum
yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung
jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual
atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi
yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.
Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu
kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang

24 W.Sommermeijer, Tanggung Jawab Hukum, Pusat Studi Hukum Universitas
Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23
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dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk
pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan
yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility
menunjuk pada tanggung jawab politik.2®

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law and
State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif
Sebagai llImu Hukum Deskriptif Empirik yang dikutip oleh Selly Masdalia
Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa,
“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan
tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti
bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang
bertentangan”.?®

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada
pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat
dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan
hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam
suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional

pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

5 Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
h. 335.

% Selly Masdalia Pertiwi, Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik
Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya, Program Studi
Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22
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pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan teori
pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility).?’
Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu
yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan
sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian.

Pertanggungjawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab

atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak

diperkirakan.?8

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam
perbuatan melanggar hukum (tort liability) dapat menjadi beberapa teori,
yaitu :

1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah
melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat
atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan
mengakibatkan kerugian.

2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
karena kelalaian (negligence tort liabity), didasarkan pada konsep
kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum
yang sudah bercampur baur (interminglend).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

2" |bid, h. 21
%8 |bid, h. 14
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mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya
baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian
bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul
akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis
sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari pelaku
tindak pidana penyeludupan barang ilegal.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian
dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara
pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran
sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara
perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran
formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh
para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal
cukup membuktikan dengan ‘preponderance of evidence’, sedangkan
hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus
terbukti (beyond reasonable doubt).?®

Pembuktian dalam perkara hukum adalah sangat penting karena
hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Peran pembuktian

dalam proses hukum di pengadilan sangat penting. Banyak catatan dimana

2% Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta, Rangkang
Education, 2013, h. 241.
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mengenai pembuktian salah menilai dalam pembuktian. Pembuktian dalam
ilmu hukum adalah suatu proses baik dalam acara perdata maupun pidana,
maupun acara lainnya, dimana menggunakan alat bukti yang sah, dilakukan
dengan prosedur khusus apakah fakta atau pernyataan, khususnya atau
pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan, yang diajukan dan
dinyatakan oleh satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak
seperti yang dinyatakan.3°

Banyak metode ilmiah yang tingkat keakuratannya terukur, alat bukti
saintifik banyak hambatan yang dalam pembuktian di pengadilan, dari bukti
ini sangatlah lemah karena dalam kasus pidana pembuktian materiil adalah
yang utama, namun faktanya banyak kekeliruan dalam menilai alat bukti,
banyak yang tidak bersalah dihukum dan banyak pula yang bersalah bebas
dari hukuman karena beberapa faktor seperti alat bukti palsu, alat bukti
yang hanya menghasilkan prasangka saja atau dugaan saja, kebohongan,
keterbatasan para pihak membuktikan, mafia peradilan dan lain-lain, inilah
akhirnya yang lari dalam menjadi celah buat pelaku kejahatan.

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar sesuatu alat bukti
dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan diperlukan syarat-syarat
berikut :

a) Diperkenankan Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti;
b) Reabilty, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya
(misalnya, palsu);

c) Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk
membuktikan suatu fakta;

30 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata, Bandung, Citra
Aditya Bakti, 2020, h. 1-2
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d) Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta
yang akan dibuktikan3'.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah
mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah
suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran
peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah
dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan
tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui :

a) Penyidikan ;

b) Penuntutan ;

c) Pemeriksaan di persidangan;

d) Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan, sehingga acara
pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur
dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan,
yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.32

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari
yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak
mungkin halhal yang berkenaan dengan suatu perkara yang
bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan
untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan
menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa
benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang
bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan
nya”.33

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan,
dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :
a) Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang

bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak

%! Ibid, h. 4

32 Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Jakarta,
Ghalia, Jakarta, 1983, h. 12.

33 Andi Sofyan, Op. Cit, h. 242.
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memungkinkan adanya bukti-bukti lain.

b) Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang
memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan
kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-
tingkatan :

1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian
ini bersifat intuitif dan disebut conviction intime.

2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut
conviction raisonnee.

3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang
memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu
peristiwa yang terjadi.3*

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana
yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem
yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima,
menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum
pembuktian adalah, sebagai berikut :

a) Undang-undang;

b) Doktrin atau ajaran;

¢) Yurisprudensi.®

3 bid, h. 242
% Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk
Mahasiswa dan Praktisi, Bandung, Mandar Maju, 2003, h. 10.
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Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam
Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, yang menyatakan, “Hakim Tidak Boleh Menjatuhkan Pidana
Kepada Seseorang Kecuali Apabila Dengan Sekurang-Kurangnya Dua Alat
Bukti Yang Sah la Memperoleh Keyakinan Bahwa Suatu Tindak Pidana
Benar-Benar Terjadi Dan Bahwa Terdakwalah Yang Bersalah
Melakukannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim
dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua
alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi
hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem
pembuktian, yakni sebagai berikut :
a) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-Undang secara
positif (positive wetteljik bewijstheorie).
b) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja
(conviction intime).
c) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan
yang logis (laconviction raisonnee).
d) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara
negatif (negatief wettellijk bewijs theotrie).36
Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam
sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah
dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut :
a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positive wetteljik

bewijs theorie). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian

berdasar undang-undang secara positif (positif wettelijke bewijs theorie)

36 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, h.
256- 257.
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untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat
hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.*’
Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (conviction intime).
Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah
atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian
keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat
bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk
memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan
alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari
keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.38

Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (conviction
raisonnee). Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada
keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem
pembuktian conviction intime memberikan keluasan kepada seorang
hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul,
sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan
suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang
hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib
menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang
mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.®

Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negatief

37 Andi Sofyan, Op. Cit, h. 245.
% Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan

Pembaharuan di Indonesia), Setara Press, Malang, 2014, h. 171.

¥ 1bid, h. 171
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wettellijk bewijs theotrie). Merupakan suatu percampuran antara
pembuktian conviction raisonnee dengan sistem pembuktian menurut
undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini
adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan
hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah
menurut undang-undang.*°

Teori dalam pembuktian banyak sekali asal tidak bertentangan

KUHAP, yaitu :

1.

Teori relavasi alat bukti; sebagai alat pemutus hakim untuk suatu fakta
di pengadilan.

Teori tentang informasi rahasia di pengadilan dimana teori ini
menyangkut etika dan tidak legal saat dikemukan di depan umum,
seperti data informasi rahasia, intelijen rahasia advokat dan kliennya.
Teori kesaksian de auditu adalah merupakan model kesaksian yang
dikenal, tetapi pada prinsip tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti
penuh.*

Teori tentang pembuktian elektronika adalah agar hukum selalu dapat
mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, perlu pengakuan hukum
jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti
di pengadilan.#?

Alat bukti konvensional adalah alat bukti yang dimana diatur tegas

40 |bid.
41 Munir Fuady, Op. Cit, h. 133.
42 Munir Fuady, Op. Cit, h. 151
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dalam hukum acara dan tidak boleh ditambah

Alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 184 ayat
(1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
yakni sebagai berikut :

a) Keterangan saksi;

b) Keterangan ahli;

c) Surat;

d) Petunjuk;

e) Keterangan terdakwa.

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama
dalam persidangan acara pidana. Tidak ada perbedaan antar masing-
masing alat bukti satu sama lain. Maka dalam pembuktiannya harus
memenuhi Pasal 184 sebagai induk dari hukum acara pidana yang berlaku
dalam sistem pembuktian di negara Indonesia.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah

Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep

khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan

antara teori dan konsep dengan istilah yang diinginkan dan diteliti
sebagai pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian, baik
dalam penelitian normatif maupun empiris.*®

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan

perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah

4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas
Indonesia, 1989, h.103
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yang dipakai.** Untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian

Tesis ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka

menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang

lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan

tujuan penelitian yang telah ditentukan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban adalah
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban
menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung
jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan
apa yang telah diwajibkan kepadanya.*

2. Tindak pidana adalah
Tindak pidana merupan perilaku manusia yang dirumuskan dalam
undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan
dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan
mempertanggungjawabkan dengan pidana apabila ia mempunyai
kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan
pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.*®

3. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah
pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.*

4. Penyeludupan adalah
Pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau

karena menyelundupkan barang terlarang (mengimpor atau
mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan

4 Tan Kamello, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan
Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, Tesis PPs-USU, Medan, 2002,
him.15.

4 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, h.12

46 Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, h .15.

47 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
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khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau
ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).

5. Barang ilegal adalah
Tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang
gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.
Biasanya, barang ilegal didatangkan ke suatu negara atau daerah
dengan cara tidak sah atau melanggar aturan dan hukum, seperti
barang curian, selundupan, barang yang dilarang atau dibatasi dalam
sifat barang yang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan
barang milik negara yang tidak memenuhi syarat untuk diekspor atau
diimpor dan sebagainya.*®

F. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa

Karya limiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister limu

Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peneliti oleh Windianto (NPM. 191803022) Fakultas Hukum Universitas
Medan Area dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak
Pidana Penyelundupan Ballpress (Pakaian Bekas) Di Wilayah Perairan
Selat Malaka Di Sumatera Utara dengan Pokok permasalahan dalam
penelitian tersebut adalah:

a. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tindak pidana

penyelundupan ballpress (Pakaian Bekas)?

48 Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan, Gramedia Pustaka, Jakarta,
1991, h. 3

49 Febri irawanto. “Pengertian legal dan ilegal”, melalui
https://febriirawanto.wordpress.com/pengertian-legal-dan-ilegal, diakses 03 Desember
2023, pukul 20.00 Wib.
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b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelundupan ballpress
(Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di Sumatera
Utara?

c. Bagaimana kebijakan yang di ambil terhadap penyelundupan
ballpress (Pakaian Bekas) di wilayah perairan selat malaka di
Sumatera Utara?

2. Peneliti oleh Dian Anggriani Putri (NIM. B011171043) Fakultas Hukum
Universitas Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Tesis
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Barang Sebagai Tindak
Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor
1594/Pid.Sus/2019/PN.Plg) dengan Pokok permasalahan dalam
penelitian tersebut adalah:

a. Bagaimanakah penerapan hukum materii yang dapat
dikualifikasikan penyelundupan barang sebagai tindak pidana
kepabeanan dalam perspektif hukum pidana?

b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam
penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan
barang sebagai tindak pidana kepabeanan dalam putusan
N0.1594/Pid.Sus/2019/PN.PIg?

3. Peneliti oleh Dahlia Hezadalina (NPM. 06912236) Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia, dengan judul Tesis Penegakan Hukum
Pidana Terhadap Penyelundupan Di Provinsi Riau, dengan Pokok

permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
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a. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Penyelundupan di Provinsi Riau?

b. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Tindak Pidana Penyelundupan di Provinsi Riau?

c. Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana
Penyelundupan di Provinsi Riau?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang
diketahui, penelitian tentang: Pertanggungjawaban Tindak Pidana
Kepabeanan Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang llegal (Studi
Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/ PN.Stb) belum pernah dilakukan baik
dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan Sehingga penelitian
ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat
dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan
suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan,
mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan
cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan kata-kata yang
sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.
Oleh karena itu, metodologi penelitian sangat penting dan menentukan
dalam suatu penelitian karena kualitas dari hasil penelitian tersebut sangat
ditentukan oleh ketetapan metode penelitian yang dipergunakan. Tentang

penelitian Soerjono Soekanto mendefinisikan sebagai berikut:
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Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan
untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,
dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan
yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.*°
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk
dapat menemukan suatu kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus
menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang
dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan
dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang hanya semata-
mata menjelaskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud
untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.>!
Penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menarik kesimpulan
dalam hubungannya dengan masalah yang akan di teliti terkait
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kepabeanan Terhadap Pelaku
Penyeludupan Barang llegal yang di dalam putusan pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum

normatif (normative legal research) yang mana penelitian ini dilakukan

%0  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, dalam Abdulkadir
Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, h.32

51 |da hanifah, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”. Medan, Pustaka
Prima. 2018, h.16.
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dengan cara menganalisis norma-norma hukum (ketentuan-ketentuan yang
ada). Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan
serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali
disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya
adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan
hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam
masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.
2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) adalah pendekatan yang menggunakan
legislasi dan regulasi.>? Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan
yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan tertentu. Dalam
melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan untuk
penulisan selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan
metode pendekatan yuridis-normatif berdasarkan bahan hukum utama
dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Teknik Pengumpul Data

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

52 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada media Group,
2016, h. 137
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Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,

maupun putusan hakim (yurisprudensi).7 Adapun bahan hukum primer

yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang
Kepabeanan.

4) Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 556/Pid.B/2019/ PN.Stb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan

hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku literatur,

makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar maupun hasil seminar dari

kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian

ini. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-

komentar atas putusan pengadilan.>3

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang

berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris

-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian
yang memuat informasi secara relevan >*

>3 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Cet 5, PT Raja
Grafindo Persada, 2003, h. 67
54 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 2011, h.52
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4. Alat Pengumpul Data

Studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau
bahan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan
dengan membaca, mendengar, maupun menggunakan media internet.
Cara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam teori yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi penulis dalam
penelitiannya.>
5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data,
membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu
didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan
banyaknya data (kuantitatif).>® Analisis kualitatif ini dengan norma-norma,
asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.>” Menganalisis
data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis yang
dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke khusus).%®
Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir

analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara

> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, h. 160

%6 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. Remaja Rosda
Karya, 2004, h.103.

57 Jhoni Ibrahim, Teori Dan Penelitian Hukum Normatif, Malang, Publishing, 20086,
h. 161

%8 |bid, h. 310-311.
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keseluruhan dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu
dalam suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.>® Hasil
akhir dari analisis ini adalah penarikan kesimpulan dari perumusan masalah
yang bersifat umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan
kongkrit (dalam rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara
berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.®°
Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan
menggunakan logika berfikir deduktif yaitu dilakukan dengan teori yang
digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian
teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau

analisis dalam melihat permasalahan.

%9 Ibid, h. 393.
60 Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, h. 109-110.
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BAB I
PENGATURAN HUKUM TENTANG PENYELUNDUPAN BARANG

ILEGAL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyeludupan.
1. Pengertian Tindak Pidana Penyeludupan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian unsur dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum
pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-
peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak
pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan
jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari
dalam kehidupan masyarakat.®!

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk
dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan
‘pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara)
menyelundupkan, pemasukan secara gelap” 62

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk
menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Dalam kamus Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary kata smuggle

61 Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta; Balai Lektur Mahasiswa,
2017, h. 62.

62 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai
Pustaka, 1993, h. 901
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(penyeludupan) diartikan sebagai: “to import or export secretly contrary to
the law and especially without paying duties import or export something in
violation of the customs law (mengimpor atau mengekspor secara gelap,
berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari
kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan
pelanggaran peraturan pabean).”®3

Tindak Pidana Penyelundupan (Smuggling atau Smokkle) ialah
mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak
memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.®
Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap
untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang
terlarang.’® Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan
merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan
kerugian bagi Negara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan
barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena
menyelundupkan barang terlarang.

Mengenai kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana
penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan

pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja

83 Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan, Jakarta; Gramedia Pustaka,
1991, h. 3

64 Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap
Pembangunan, Jakarta; Sinar Grafika, 1992, hal. 5

% |Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan,
Jakarta; Gramedia Pustaka Utama , 1991, h. 3
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maupun tidak, berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau disetor
kepada kas Negara oleh penyelundup, yang berupa:
a. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
b. Pungutan Negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea
keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan
pemerintah.
c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan
impor dan ekspor barang.®
Tidak terpenuhinya hal-hal di atas oleh Negara maka mengakibatkan
penerimaan Negara menjadi berkurang sehingga menimbulkan kerugian
keuangan Negara dan perekonomian Negara.
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyeludupan

Penyelundupan merupakan istilah yang tidak terdapat dalam
rumusan undang-undang melainkan hanya istilah sehari-hari yang
dipergunakan untuk perbuataan tersebut. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana
Penyelundupan Secara umum, tindak pidana penyelundupan terdiri dari
dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor:

a. Penyelundupan Impor, adalah suatu perbuatan memasukan
barang-barang dari luar Negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan
tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-
barang dari Luar Negeri.

b. Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari
Indonesia ke Luar Negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.%’
Disamping itu, sekarang dikenal adanya jenis penyelundupan lain,

yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan llegal. Penyelundupan

Legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau

® Yudi Wibowo, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi
Sanksi Pidana, Jakarta; Sinar Grafika, 2013, h. 47
67 Ibid, h. 14
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mengeluarkan barang dari Indonesia keluar negeri dengan melalui
prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi
dokumen tersebut tidak sesuai barang yang dimasukkan atau barang yang
dikeluarkan. Tidak sesuainya itu umumnya dalam hal jenis, kualitas,
kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan llegal ialah
pemasukan atau pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen.
Berdasarkan perkembangan praktek yang disebut dengan penyelundupan
legal sekarang ini oleh masyarakat atau instansi penegak hukum disebut
dengan penyelundupan Administrasi. Sedangkan yang disebut dengan
Penyelundupan llegal sekarang ini disebut dengan Penyelundupan Fisik.

Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua, yakni
penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi:
a. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik ialah seperti yang ditentukan dalam pasal 26b
(1) Ordonasi Bea, yang berbunyi:

“‘Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang

atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa

mengindahkan ketentuan-ketentuan dari ordonasi ini dari reglemen-

reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun

menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan

larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3”.

Sejalan dengan hal tersebut, Baharuddin Lopa menyatakan sebagai
berikut: dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang
dimasukkan atau dikeluarkan. Walaupun pemasukan atau pengeluaran

melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi dokumennya tidak ada atau

palsu (dipalsukan), maka dikategorikan juga penyelundupan fisik”.
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Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut
penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan
(ekspor) dari dan kedalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi
dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempattempat
lain diluar daerah pelabuhan. Ciri pada penyelundupan fisik adalah
ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-
barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari
kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindarkan diri dari
segala kewajiban membayar bead an pungutan lainnya sesuai peraturan
yang berlaku.

Ciri-ciri dari penyelundupan fisik dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen
pada waktu pemberangkatan.

2. Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan
dan tidak melapor kepada petugas Bea dan Cukai.

3. Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun
dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu

4. Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka dengan jelas telah
memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dari beberapa pendapat dan ketentuan serta terminology yang biasa
dipergunakan dalam praktek peradilan, dapatlah kiranya dirumuskan

bahwa penyelundupan adalah perbuatan:
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2)
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Memasukkan atau mencoba memasukkan barang-barang dari luar
negeri kedalam daerah pabean Indonesia atau mengeluarkan barang-
barang dari daerah pabean Indonesia keluar negeri tanpa dilindungi oleh
dokumen yang sah.

Mengangkut atau menyimpan berbapa jenis barang tertentu tanpa
dilindungi oleh surat izin/konsern yang sah.

Memberitahukan yang tidak benar tentang jumlah, jenis, kualitas atau
harga barang dalam pemberitahuan masuk/pemberitahuan keluar
barang dipabean (pelabuhan).

Membongkar barang-barang dari luar negeri diluar pabean tanpa
dilindungi oleh surat izin pembongkaran yang sah atau memuat barang-
barang untuk diangkut keluar negeri diluar pabean tanpa dilindungi oleh
surat izin pemuatan yang sah.

Selanjutnya, dapat pula ditentukan apakah yang dimaksud dengan:
Telah terjadi pemasukan/pengeluaran, apabila telah melewati/melalui
garis daerah pabean (douane linie) yang menurut hukum internasional
adalah garis lautan dan tanah daratan dalam jarak 3 mil (5,5 km) dari
garis pantai pada waktu air surut.

Barang, ialah semua barang impor dan ekspor yang dikenakan bea
masuk dan bea keluar yang pada umumnya ditentukan oleh
Departemen Perdagangan/Keuangan.

Dokumen yang sah:
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a) Surat pemberitahuan masuk barang/surat pemberitahuan muat
yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan yang sudah difiat
oleh Bea Cukai.

b) Surat keterangan defisien model 18

c) Dokumen perkapalan, seperti Bill Of Lading, konosemen manifest
E.3 dan lain-lain.

4) Surat Izin/konsern yang sah; ialah surat izin yang dikeluarkan oleh Bea

Cukai atau Kepala Daerah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk
penyelundupan fisik bukan saja tidak melalui pelabuhan secara resmi, akan
tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokumen
palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan
dokumen sama sekali sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai
penyelundupan fisik, yaitu memasukkan barang tanpa dilindungi dokumen
resmi.

b. Penyelundupan Administrasi

Penyelundupan administratif adalah merupakan penyelundupan
yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang
diperlukan, jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang
yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini
memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga
barang-barang dalam pemberitahuan impor, pengiriman kedalam atau

keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu
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pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan
barang-barang, hal ini sesuai dengan pasal 25 lic Ordonansi Bea (RO).

Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan
administratif ini sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan kedalam daerah pabean
dimana kapal atau alat pengangkutan yang mengangkutnya
memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan
resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.

2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang diisyaratkan tetapi tidak
sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifest tidak cocok dengan
barang yang diangkut, pemberitahuan tidak sesuai dengan barang yang
dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Dengan demikian, dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak
mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif
adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang
tertulis dalam dokumen

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyeludupan

Edwin H. Sutherland dalam bukunya Principles of Criminology
menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling
mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali
apabila memuat semua tujuh unsur tersebut.

a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.

b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus
dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
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c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan
yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat
yang merugikan

d. Harus ada maksud jahat (mens rea)

e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu
hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan

f. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang
undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan
sendiri

g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.” %8

Undang-undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali

tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa

pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 UU No.

17 Tahun 2006, yaitu:

a.

mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain
tanpa izin kepala kantor pabean;

membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam

pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan
dan/atau diizinkan;

menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban

pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat

% Edwin H. Sutherland, 1969, Asas-Asas Kriminologi, Bandung; Alumni, h. 5
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atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan
pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau
tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan
dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di Iluar
kemampuannya; atau

h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor
dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan
penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 memperjelas tentang tindak
pidana penyelundupan yang terdiri dari:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor
dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya
pungutan negara di bidang ekspor;

c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
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membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala
kantor pabean; atau

mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah
sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang
ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana

penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17

Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak

pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

a.

b.

C.

Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin

Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin

. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah

Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
Dilakukan dengan cara melawan hukum

Pengertian dari barang impor adalah: “barang yang dimasukkan ke

dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea

Masuk.”®® Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor

 Edwin H. Sutherland, Asas-Asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1999, h. 40
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adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.” Barang-
barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi
pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi
pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya
barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari
nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak
pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang
dibebaskan dari Bea Masuk.

Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah
dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari
Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang
Kepabeanan menyebutkan “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang
dari daerah pabean.” Barang-barang yang akan diekspor harus melewati
pemeriksaan dokumen, dan dalam hal tertentu melewati pemeriksaan.
Dalam rangka mendorong ekspor, kerap kali pemeriksaan fisik dilakukan
seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap
dukumennya.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepabeanan.

1. Pengertian Kepabeanan.
Kepabeanan Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik
Indonesia Kepabeanan yaitu: Kepabeanan adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau
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keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea kelua.”
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pabean adalah instansi
(jawaban, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk
(impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui
udara.”

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum,
dan larangan norma disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu bagi barangsiapa yang melanggarnya.

Pengertian kepabeanan berdasarkan UU Kepabeanan merupakan
segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas
barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea
masuk dan keluar.”? Jadi dapat ditarik kesimpulan, tindak pidana
kepabeanan adalah perbuatan pengangkutan barang ke dalam dan ke luar
daerah pabean yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Tindak pidana kepabeanan merupakan perbuatan melawan hukum
yang terjadi selama pengawasan lalu lintas barang yang keluar atau masuk
daerah pabean dan pengumpulan bea masuk yang mana dari tindak pidana
kepabeanan yang timbulnya kerugian negara.

Tindak pidana kepabeanan terjadi pada saat melakukan

pengawasan terhadap pengangkutan barang keluar masuk daerah

70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 1 ayat (1).

I Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3.Cet 2, Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta,2002, h. 807.

2 Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul, Penanggulangan Tindak Pidana
Kepabeanan, Bidan Hukum, Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Stragis,
Vol.XIl,No.15/1/Puslit/agustus/2020.
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pabeanan dan pembebanan bea masuk. Tindak pidana adalah perbuatan
melawan hukum yang merugikan negara. Ada banyak jenis tindak pidana
kepabeanan, termasuk impor dan ekspor barang yang tidak berdokumen,
penghilangan atau pengurangan barang, dan jenis barang yang salah
diberitahu.

Pengaturan mengenai tindak pidana kepabeanan ini diatur dalam
Pasal 102 s/d Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Kepabeanan
1995 hal ini dinilai baik karena sudah mencantumkan setiap jenis perbuatan
yang dikelompokkan sebagai tindak pidana kepabeanan dan sanksi pidana,
termasuk pidana penjara, dan pidana denda, Namun hingga saat ini, tindak
pidana kepabeanan masih sering terjadi.

Dalam bidang kepabeanan dan cukai, tindak pidana tidak diartikan
kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari bea
dan cukai ialah barang.”

Umumnya yang berkaitan dengan pidana kepabeanan didominasi
dengan tindak pidana penyelundupan, yang lainnya terkait dengan
pemalsuan sampai pidana yang dilakukan oleh badan hukum.”

2. Fungsi Kepabeanan.

Fungsi kepabeanan sendiri memiliki dukungan besar untuk

perkembangan hukum serta untuk perekonomian negara. Salah satu fungsi

penting dari kepabeanan untuk menjamin kepentingan nasional dari

3 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pidana Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
h. 381.

74 Eddhi Sutarto, Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia, Erlangga, Jakarta,
2010, h. 107
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perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan seperti pelaksanaan
pergerakan fisik barang dalam rangka kegiatan perdagangan impor dan
ekspor yang harus dikendalikan oleh pemerintah melalui suatu sistem.”
Dengan fungsi kepabeanan, maka segala hal-hal yang mengenai tindakan
yang akan dilakukan dalam kawasan pabean akan lebih terarah.

Fungsi kepabeanan juga dimaksudkan untuk menjamin kepentingan
nasional dari perdagangan luar negeri yang tidak terhindarkan serta juga
dipandang sebagai pengamat ekonomi dan pelaku usaha menghambat
kelancaran arus barang , tidak efektif dan efisien, dan menimbulkan
ekonomi biaya tinggi sehingga menghilangkan barrier dan birokrasi yang
dinilai tidak ekonomis yang muncul secara berulang pandangan tentang
perlunya diberlakukan kembali system pemeriksaan pra pengapalan
barang oleh surveyor di luar negeri sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi
kepabeanan sebagaimana pernah diberlakukan pada tahun 1985- 1997
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang
Kebijaksanaan Kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan
ekonomi.”®

Fungsi kepabeanan ini juga meliputi sebagai berikut, yaitu;’’

1) Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke
dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea

masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan bea keluar, yang

S Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pidana Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,
h. 3.

8 Ibid, h. 4.

7 Ibid, h. 7.
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diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan

alat-alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksud dalam

Pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang

diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh banyak

orang.

2) Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan untuk

identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :

a)

b)

Penghitungan dan perhitungan besarnya pungutan keuangan
negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dan dari
daerah pabean.

Kompilasi statistik perdagangan luar negeri yang disusun atas dasar
dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang yang
menyangkut elemen data jenis dan jumlah barang, nilai barang,
negara asal dan tujuan, mengingat data perdagangan yang diambil
dari sumber-sumber institusi pabean cenderung lebih akurat dan
komprehensif bila dibandingkan dengan data yang diambil dari
sumber yang lain. Pengamanan atas penguasaan data-data impor
dan ekspor ini diperlukan untuk menghindarkan terjadinya
penguasaan data oleh pihak yang tidak berhak yang dapat
merugikan atau membahayakan kondisi kehidupan perekonomian

nasional yang sehat.
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Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang yang secara
teknis dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penduduk,
seperti senjata api, amunisi, bahan peledak, dan sebagainya.
Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak yang
mengandung pandangan, paham, dan ajaran yang dapat mengganggu
dan membahayakan kehidupan ideologi negara dan stabilitas politik di
dalam negeri.

Pencegahan atau penegahan pemasukan barang-barang cetak, audio,
atau visual bersifat pornografis yang dapat mengganggu atau merusak
kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi
muda.

Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barangbarang
narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak
mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat
menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan
jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.

Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barangbarang
makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu
atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.

Pencegahan atau penegahan pemasukan bahan dan barangbarang
yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu

lingkungan hidup sehat.
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9) Pencegahan atau penegahan pemasukan flora dan fauna yang
membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan
fauna yang berada dalam lingkungan alam.

10)Pencegahan atau penegahan pengeluaran benda-benda yang
merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.

11)Pencegahan atau penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan
barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi
pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

Kepabeanan memiliki tiga fungsi yaitu sebagai sumber negara,
fasilitas perdagangan, dan perlindungan masyarakat. Ketiga fungsi
kepabeanan tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sumber Pendapat Negara Kepabeanan berfungsi sebagai sumber
pendapatan negara dengan memungut bea masuk terhadap barang
yang diimpor.

b. Fasilitas Perdagangan Fungsi sebagai fasilitas perdagangan
merupakan fungsi yang sangat tampak pada kepabeanan yang
mengatur terkait ekspor dan impor. Fungsi sebagai fasilitas
perdagangan dapat dilihat dari bagian “menimbang” Undang-Undang
Kepabeanan poin ¢ sebagai berikut ;

Bahwa upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan,
transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya
peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan

dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang
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dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang
masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu
dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan
dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam
pelaksanaan kepabeanan.
c. Fungsi Perlindungan
1) Fungsi perlindungan dengan penarikan bea masuk dan bea keluar;
2) Melindungi industri dalam negeri dengan pengenaan bea masuk
berupa bea masuk anti-dumping, bea masuk tindakan pengamanan,
dan bea masuk pembalasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal
23A dan 23C Undang-Undang Kepabeanan
3) Fungsi perlindungan melalui pembatasan dan larangan ekspor
impor, penangguhan impor atau ekspor barang hasil pelanggaran
intelektual, dan penindakan atas barang yang terkait dengan
terorisme dan/atau kejahatan lintas negara.
C. Pengaturan Hukum Tentang Penyelundupan Barang llegal Menurut
Hukum Positif Di Indonesia.

Kegiatan barang impor di Indonesia, tidak hanya melalui jalur laut
saja tetapi kegiatan impor tersebut dapat juga melalui jalur darat maupun
udara. Kegiatan masuknya barang impor dan ekspor dalam kawasan
kepabean Indonesia sudah di atur Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Pengawasan barang yang akan di
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ekspor maupun di impor di atur oleh Undang-undang Kepabeanan dibawah
Menteri Keuangan yaitu Dirjen Bea Cukai sebagai pengawas. Sehingga
peranan Dirjen Bea Cukai dalam melaksanakan tugas pokok Kementerian
Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan
yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan
pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau
keluar daerah kepabeanan dan pemungutan bea masuk dan cukai serta
pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.’®

Tindak pidana Kepabeanan merupakan tindak pidana berupa
pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang Kepabeanan. Salah satu
bentuk tindak pidana Kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak
pidana penyelundupan. Penyelundupan merupakan jenis tindak pidana
yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara
memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
melanggar hukum dan merugikan negara.”® Penyelundupan mempunyai
pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik terhadap segi

kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan.® Penyelundupan

8 http://bcbekasi.beacukai.go.id/Tentang/tupoksi.html diakses Pada Tanggal 22
Januari 2024 Pukul 19.21 Wib

® Pratama, Rico Nandra, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam
Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut. Fakultas Hukum
Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, h. 11.

8 Yusuf Iswandi, Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Penyelundupan, Universitas Sam Ratulangi, 2016, h. 4.
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berasal dari kata selundup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata

selundup diartikan menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-

sembunyi atau secara gelap. Sedangkan penyelundupan diartikan
pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau
karena menyelundupkan barang-barang terlarang.8*

Sumber hukum tindak pidana Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan
mulai berlaku sejak 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor
75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pembentukan Undang-Undang
Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni:®?

a. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan
perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya
dibidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik
penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.

b. Bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti
tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan
pembangunan nasional dan agar lebih dapat diciptakan kepastian
hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek
Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan

perdagangan Internasional yang terus berkembang serta dalam rangka

81 Leden Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi,
Jakarta; Sinar Grafika, 2016, h. 3

82 Purwito M. Ali, Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan
Aplikasinya, Kajian Hukum Fiskal, FH Ul, h. 5
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antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah
pembaharuan.

. Bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku
sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam
hubungan dengan perdagangan Internasional.

. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk
membentuk Undang-Undang tentang Kepabeanan yang dapat
memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan
Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah

diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang telah diatur dalam

ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D,

Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Setiap orang yang:

a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
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. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau di tempat lain
tanpa izin kepala kantor pabean;

. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam
pengawasan pabean di tempat selain tempat yang ditentukan atau
diizinkan.

. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban
pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat
atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan
pejabat bea cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan
negara berdasarkan undangundang ini;

. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau
tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan
dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar
kemampuannya;

. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor
dalam pemberitahuan pabean secara salah. dipidana karena melakukan
penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan pidana penjara paling banyak 10 tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
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Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Setiap orang yang:

a.

b.

Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor
dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidakterpenuhinya
pungutan negara di bidang ekspor;

Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala

kantor pabean;

Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah
sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9A ayat (1); dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang
ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana
penjara paling banyak 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

menyebutkan:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal
102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian
negara dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan dipidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
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Pada Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
menyebutkan:
Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat
penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana
sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah
1/3 (satu pertiga).
Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:
Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai
ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal
tersebut diluar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00(sepuluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:
Setiap orang yang:
a. Menyerahkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean
yang palsu atau dipalsukan;
b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam
buku atau catatan;
c. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang
digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
d. Menimbun, menyimpan, memilikii, membeli, menjual, menukar,
memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut
diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan

pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling
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sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada Pasal 103A Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

menyebutkan:

a.

Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang
berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang
kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda
paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan
tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Setiap orang yang:

a.

Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102, 102A dan 102B;
Memusnahkan, memotong, menyembunyikan atau membuang buku

atau catatan yang menurut undangundang ini harus disimpan;
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Menghilangkan, menyetujui, dan turut serta dalam penghilangan
keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean

atau catatan;

. Menyimpan atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan

yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai
kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling
sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 105 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka,

melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah

dipasang oleh pejabat bead an cukai dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama

3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).

Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:
Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut
UndangUndang ini dilakukan oleh atau atas nhama suatu badan hukum,
perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi,
tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas

nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan,

yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebutdilakukan oleh
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orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan
lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau
perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa
memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan
tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum,
perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada
waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat
dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang
bersangkutan.

Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan,
yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana
yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang
dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.
1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak
pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak
menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut
diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 109 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan:
Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf d,
atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk

negara.
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2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A,
dirampas untuk negara. (2a).Sarana pengangkut yang digunakan untuk
melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
102D, dapat dirampas untuk negara.

3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana yang diatur di
dalam ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan sanksi pidana tindak
pidana penyelundupan pada Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tersebut
di atas pada dasarnya merupakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan
pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif
(gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara
terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara
kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan
bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana
ganda yang cukup berat, yaitu penerapan sanksi pidana penjara di satu sisi

dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.



